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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 32 TAHUN 2019 

TENTANG 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan 

pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, 

dan nepotisme, pemerintah mewajibkan kepada 

penyelenggara negara untuk melaporkan harta 

kekayaannya termasuk di lingkungan Kementerian 

Perdagangan; 

  b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-

DAG/PER/2/2007 tentang Pelaporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara di Lingkungan Departemen 

Perdagangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan 

dan mekanisme pelaporan harta kekayaan penyelenggara 

negara, sehingga perlu penyesuaian pelaporan harta 

kekayaan penyelenggaran negara di lingkungan 

Kementerian Perdagangan;  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Laporan Harta 

Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan 

Kementerian Perdagangan; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

  4.  Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

  5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

  6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-

DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

  7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, 

Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 985); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG LAPORAN 

HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang 

menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, 

dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya 

berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat 

publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

2. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda 

bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak 

berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang 

dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh 

Penyelenggara Negara beserta Isteri/Suami dan anak 

yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, 

baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, 

yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara 

Negara memangku jabatannya. 

3. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang 

selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam 

bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian 

dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data 

pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data 

lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 

4. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya 

disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat 

independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan 

manapun. 
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5. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan 

secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara 

Negara kepada KPK. 

6. Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh 

Menteri Perdagangan untuk menyampaikan dan 

mengumumkan harta kekayaannya. 

7. Pengelola LHKPN adalah unit yang mengelola dan 

mengoordinasikan LHKPN. 

8. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh 

Instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan 

Instansinya, membuat akun admin unit kerja, 

melakukan validasi pembuatan/pemutakhiran daftar 

Wajib Lapor. 

9. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh 

Instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan 

unit kerjanya, membuat akun Wajib Lapor, membuat 

pemutakhiran daftar Wajib Lapor. 

 

BAB II 

PENYELENGGARA NEGARA 

 

Pasal 2 

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN 

kepada KPK. 

(2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN 

di lingkungan Kementerian Perdagangan terdiri atas: 

a. Menteri Perdagangan; 

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Pejabat Eselon I); 

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Pejabat Eselon II); 

d. Kuasa Pengguna Anggaran;  

e. Pejabat Pembuat Komitmen; 

f. Bendahara; dan 

g. Pejabat Fungsional Auditor. 

 

 

 

 


